




A. Latar Belakang 
Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan proses 
untuk menilai dan mengukur suatu hal. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di 
suatu Kantor Pelayanan Pajak untuk menilai dan meningkatkan pelayanan suatu 
kinerja yang di sediakan oleh suatu kantor pajak khususnya pada KPP Pratama 
Malang Utara. Sebagai contoh evaluasi yang dilakukan bisa dengan cara menilai 
berbagai kegiatan pelayanan fiskus kepada wajib pajak, salah satunya adalah 
permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan final atas waris. 
Atas dasar penyerderhanaan, keadilan dan untuk meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak maka atas beberapa hal diberlakukan pajak final, diantaranya adalah 
pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris. 
Pajak penghasilan final atas waris diberlakukan apabila tanah dan/atau bangunan 
tersebut telah diberikan dan dipertanggung jawabkan kepada ahli waris yang 






Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 
tentang pajak penghasilan bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan ahli waris. Jika warisan berupa 
tanah dan/atau bangunan, maka ada proses pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dari pemilik lama kepada ahli waris sebagai pemilik baru. Syarat 
pengalihan ini adalah melunasi pajak-pajak atas tanah dan/bangunan. Seperti pajak 
bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), 
dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2. 
Upaya untuk membuktikan bahwa tidak ada PPh yang terutang, maka 
Badan Pertanahan meminta adanya surat keterangan bebas (SKB) dari kantor 
pelayanan pajak (KPP) wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan terdaftar. Namun, banyak wajib pajak yang mendapat warisan 
dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang kurang mengerti tentang memenuhi 
kewajiban perpajakan PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga wajib pajak dapat mengajukan 
surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 4 ayat 2 dengan ketentuan yang telah diatur 
dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang tata cara 
pemberian pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak 
penghasilan atas penghasilan dari hak atas tanah dan/atau bangunan waris. 
Dari uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 
Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Final atas Waris 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka 
diambil rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak 
Penghasilan Final atas waris? 
2. Apa saja hambatan dan dampak-dampak yang muncul saat proses 
diterbitkannya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Final atas 
waris? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan tata cara penerbitan permohonan Surat Keterangan 
Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Final atas waris pada KPP Pratama Malang 
Utara. 
2. Untuk mendeskripsikan hambatan dan dampak-dampak yang muncul saat 
penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas waris. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat manfaat yang dapat 
diambil adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dan bahan masukan. 
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2. Bagi peneliti, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari
perkuliahan dan praktek kerja lapang melalui karya ilmiah.
3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai informasi dan masukan kepada
masyarakat untuk mengetahui prosedur dan peninjauan pengajuan surat
keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan final atas tanah dan/atau
bangunan karena waris.
E. Batasan Masalah
Berdasarkan penelitian, peneliti akan membahas tentang tata cara 
permohonan dan penerbitan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan final 
dari  pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris serta hambatan-
hambatan yang berdampak pada wajib pajak maupun fiskus. Penelitian ini 
dilakukan pada bagian Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) 1 di  KPP Pratama 
Malang Utara. 
